-

"
\ LAY
e

{3}"}}.‘@(\"
BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR & TAHUN 2018

v

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA DARI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA PEMERINTAH DESA

Menimbang
Mengingat
PARAF mm

WAKIL BUPATI M
SEKDA : }/
ASISTEN 1 t /
ASISTEN IT 3 #
ASISTEN III g Y
INSPEKTUR : V

KEPALA BAPPEDA

KEPALA BEPD ] Mi_

KABID ANGGARAN :/“-"
7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,
bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran Dana
Desa dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening
Kas Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, perlu pedoman sebagai petunjuk
teknis dalam pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelengaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negar
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Pertanggung jawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578},
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107
Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Memperhatikan :

ot

Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 225/PMK.07/2017;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian
Dana Desa;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
226 /PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana
Desa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN DANA DESA DARI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA PEMERINTAH
DESA
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang



berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa
Kabupaten yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.

. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN,
adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara
pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

Desa pada bank yang ditetapkan.
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(2)

(2)

(3)

(4)

Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang
selanjutnya disebut Kepala BKPD, adalah Kepala Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan
daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala BKPD selaku Pengguna
Anggaran DPA-PPKD.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang
selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Pimpinan Lembaga
Pemerintah  Daerah yang menyelenggarakan  urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 2

Penyaluran Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan

oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah

Desa.

Pasal 3

Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah dilakukan

secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan

ketentuan:

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat
minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (Dua Puluh
perseratus);

b. Tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (Empat puluh
perseratus); dan

c. Tahap IIl paling cepat bulan Juli sebesar 40% (Empat
Puluh Perseratus).

Penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa setiap tahap

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan

paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima

di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desa

menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa

menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian



(7)

(8)

(1)
(2)

(3)

(4)

output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala
Desa.

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa tahap I dan tahap II dari Kepala Desa.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sampai dengan tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian
output menunjukan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen).

Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (S5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
output dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaiman dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,
sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan
dan capaian output.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada

peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 4

Penyaluran Dana Desa berdasarkan atas DPA-PPKD.

Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Dana setiap Desa melalui Peraturan Bupati.

Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango Kepada Pemerintah Desa dengan cara
pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

Cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa
sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan melalui mekanisme
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang
dilampiri dengan daftar Rekening Kas Desa dan jumlah dana

yang akan dipindahbukuan ke Rekening Kas Desa.



(1)

(2)

(1)

Pasal 5
Kepada Desa mengajukan persetujuan pencairan Dana Desa
kepada Kepala DPMD setelah mendapatkan rekomendasi
camat yang disertai dengan:
RPJMDesa dan RKPDesa;
Perdes APBDesa;
Proposal pengajuaan pencairan dana;
Laporan realisasi penggunaan anggaran sebelumnya,;
Rencana Bangunan Dana (RPD);
Rencana Anggaran Dana (RAD);
Berita Acara Penetapan APBDesa;

= O R S

Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa
Dana Desa yang diterima akan digunakan sesuai dengan
APBDesa yang di susun sesuai ketentuan yang berlaku,;

i. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan

Lembaga Pemerintah lainnya; dan

j- Telaah Staf Kades tentang pengajuan pencairan Dana Desa

ditujukan kepada Kepala DPMD
Kepala DPMD menyampaikan surat permohonan penyaluran
Dana Desa kepada PPKD.

Pasal 6
Pencaiaran Dana Desa dilakakuan oleh PPKD setelah Kepala
DPMD menyampaikan surat permohonan penyaluran Dana
Desa.
Berdasarkan surat permohonan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMD membuat
surat permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS yang
dilampiri:
a. APBDesa;
b. Nomor Rekening Kas Desa;
c. daftar nama Desa dan besaran Dana Desa yang diterima
setiap Desa pada setiap penyaluran; dan
d. pakta integeritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa
Dana Desa yang diterima akan digunakan sesuai dengan

APBDesa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.



(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 7
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penggunaan Dana
Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor
26 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa.
Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh)
dan pajak lainnya, wajib memungut dan menyetorkan seluruh
penerimaan/potongan pajak yang di pungutnya ke Rekening
Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada
jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan
operasional Pemerintah Desa maksimal sebesar
Rp. 25.000.000 dari total APBDesa

Pasal 8
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir
tahun paling lambat pada akhir bulan Febuari tahun
berikutnya.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Desa
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilampiri:
a. format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa tahun anggaran berkenaan,;
b. format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember
tahun anggaran berkenaan; dan
c. format laporan program Pemerintah Daerah yang masuk ke
Desa.
Pasal 9
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Bupati melalui SKPD teknis menyampaikan laporan realisasi



(2)

penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada
Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani
Desa, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian terkait dan Gubernur paling lambat minggu
keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati dapat
menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikan

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone Bolango.
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Ir.

1 Janueri 2018
UPATEN BONE BOLANGO,
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AK NTOMA, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /1/2018 Suwawa, Januari 2018

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

PENGELOLA
CATATAN
LAMPIRAN
UNTUK

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PENYALURAN DANA DESA DARI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA PEMERINTAH DESA

: BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

: 1 (Satu ) Berkas
: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF
Kepada Yth : Bupati Bone Bolango

Dari . Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Nomor . 900/BPKD-BB/I/83 2018

Tanggal . 22 Januari 2018

Perihal : Permohonan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana

Desa dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa.

|.  Dasar . a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
" Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
& c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer
Ke Daerah dan Dana Desa;

Il. Pertimbangan : a. bahwa dalam Ketentuan Ayat (2) Pasal 99 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran Dana Desa
dilakukakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap | paling cepat bulan januari dan Paling Lambat
minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)

-Tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu
keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan

W\"/&Tahap lll paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh

ersen).

&

/ /(bcf" 5{8'& b. Bahwa dalam ketentuan Ayat (2) Pasal 102 Peraturan Menteri

euangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
?,w transfer ke Daerah dan Dana Desa, Penyaluran dari RKUD ke
“ KD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen
’ rsyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

. gghap | berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari
J epala Desa.
. tahap Il berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian

output Dana desa tahun Anggaran Sebelumnya dari Kepala
desa: dan



